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3PP Harus ek ik Pelayanan Pajak

[JAKARTA] Badan Pencrimaan
Pajakc (BPP) yang akan dibentuk
pemerintah pada | Jamar 2018 se-
bagai penggant Direktora Jenderal
Paja (DIP) harus menjadi institsi
erinteritas ingai dan profesional
Lembaga yang akan bertanggung
Jawab langsung kepada presiden ity
Juga harus mampu memperbaiki
Kultur birokrasi pelayanan pajok
agar fidok memimbulkan ketekutan

i kalangan wab pajekc (WP), te-

utama para pengusaba.

Selain it pembentukan BPP
Bavus menja bagien v reformasi
pepajakan dan reformesi birorasi
secara bersamaan, ltu sebabnya,
pembentuken BPP yang menjadi
bagian ari pentbahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang
Ketentuan Unnum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) harus melahii
Kajian matang déngan melbatkan
seluruh pemangku kepentingan,
Dengan demikian, pemerinzh dan
DPR depat menemukan mode! e

baga yang tpat danefekif

Hal it temungkap dalam way-
ancara dengan Kefua Dewan P
pinan Harian Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Andon'J Supt
Kefua Unum Himputin Penguseha
Muda Indonesia (Hipmi) Bahiil
Lahadalio, anggota Komisi XI DPR
dact F-PDIP bndeh Kuria, anggola
Komisi XI DPR dari Fraksi Parta
Golkar DPR Mukhamad Mis-
bakbun, pengamat ekonomi dan kes
bijakan publik hsanuddin Noorsy,
sera anggola Komisi X DPR dai
F-PDIP Eva Kusuma Sundari,
Mereka dihubungi secara tepisah
Jekarta akhir pekan lh,

Pemerintah felah mengajukan
RUUKUP kepadalDPR.RUU KUP
masulk Program Legislasi Nesional
(Prolegnes) 2017, sehingga RUU
in diergetkan dapal diundangken
pada 2018, RUU KUP yang sama
sekall baru ini akan menggantkan
UU KUP yang selama in bera,
jaitu UU No 16 Tahun 2009 yang

merupakan hasil revisi UU No 6
Tahun 1983,

RUUKUP yang diejukan pe-
meriniah et tes 23 by dan 29
pasal, lebih banyak dibandingkan
UUKUP yang berlaku.saat ni (9
bab; 44 pasal). Dengan junlah bab
dan pasal yang lebih banyak, RUU
KUP jau lebih inei dan mudeh di-
pabini karena mencakup pendafi:
ran, pembuka, pembayarat, pel-
poran, pemeriksaer, A sengeta
scan begarttan,

Dalam RUUKUP juga munc
sejunlaetah baru, di antaranya
WPmenjadi pembayar pajak, no-
mor pokok wajib pajak (NPWP)
e pomor idenilzs pembayar
pajak (NIPP) dan DJP menjdilem-
baga/BPP.

Kecuali i, RUUKUP mencan-
fumkan perubahan sanksi adminis-
tras, Jika sanksi selama i cibede:
Kan atas bungs, denda, dan kenal-
Kan, kelek hanya dischut sanksiad-
minsfaif Besaran skt pun dibe

(akan antara ferlambat dan tidak
atan Kurang bayer, Sk berfingsi
sebagai pendorong kepatuhan,
bukan hokun,

Produkeif dan Efekeif

Anggota Konisi X1 DPR dari
F-PDIP Indeh Kurmia mengunghap-
Kan, draf revast CUKUP sudah dia-
jukan-pemerintah Kepada DPR,
Salah S pasal dalam draf RUU
KUP yang baru mengamanatkan
pembentukan BPP pada | Januari
2018, “Pembentukan BPP menjad
tugas Tim Reformasi Perpajakan
yang baru dibentok pemerintah,”
kata i,

Menurur T el sau tjuan
ulama pembenukan BPP adaleh
agar pemerinth bisa mengatur dan
mengelola peneriniean negara s
cara produkif dan ek serta fidek
{erhalang oleh kebijakan yang ko
fra produkif. “BPP akan menjads
Dackbore negaradi pos peneriman,
Maka BPP harusdiber Kewenangan

yang proper, kita penuhi seluh
Konnporen yang dibutubkan unfuk
mencapai {aget yang ditapkan,
ujar dia

Diamenjelskan, vsulan entang
RUU KUP, termasuk BPP, akan
dibahas di Bamus DPR. Sajalan
engan i, akan diputuskan pula
altkelengkapan DPR yeng ditugas
Kan membahasnya, apakah Komis
Xl atau lat kelengkapan DPR yang
lin, seperti pansus besar yang
Keanggotaannya lebih dari satu
faksi

Misbalhun mengatakan, per
ckonomien nasional masth mengh-
adapi problematika, seperti pener-
maan negara Yang masth jouh dar
lngel sebagaimana fercermin paca
Kekurangan (shortage) pajak dalam
APBN-P 2016, Bila penerimaan
negara {idak optimal, nemurut
Mishekhun, ralses anggaran akan
bermasalah, misalnya anggaran
pendidikan dan kesehatan bakal fe-
gangay. [DA4)
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